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ABSTRAK 

 

STRATEGI INTERNASIONALISASI DALAM UPAYA DEKOLONISASI 

KALEDONIA BARU OLEH KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN 

 

Oleh 

UMMI NIDA AFIFA 

 

Kaledonia Baru merupakan wilayah dengan status sui generis di bawah 

naungan Prancis, namun perjuangan menuju dekolonisasi masih menghadapi 

hambatan besar. Referendum kemerdekaan yang diadakan pada tahun 2018, 2020, 

dan 2021 menunjukkan hasil mayoritas penduduk memilih untuk tetap bersama 

Prancis. Hal ini mendorong kelompok pro-kemerdekaan untuk 

menginternasionalisasikan isu dekolonisasi guna mendapatkan dukungan global 

dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis. Penelitian ini berusaha 

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi internasionalisasi yang 

dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam upaya mencapai dekolonisasi 

Kaledonia Baru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

eksplanatif untuk mengkaji bagaimana kelompok pro-kemerdekaan, khususnya 

Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), memanfaatkan forum 

internasional dan organisasi kawasan dalam perjuangannya. Teori dekolonisasi 

digunakan untuk menganalisis strategi yang diterapkan serta bagaimana aktor 

internasional merespons langkah-langkah yang diambil oleh kelompok pro-

kemerdekaan. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen akademik, 

wawancara dengan diplomat, serta laporan organisasi internasional yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internasionalisasi yang 

dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan melibatkan berbagai aktor, termasuk 

negara-negara di kawasan Pasifik, organisasi non-pemerintah, dan lembaga 

internasional. FLNKS berhasil membawa isu dekolonisasi Kaledonia Baru ke 

panggung internasional, mendapatkan dukungan dari Melanesian Spearhead Group 

(MSG), serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis melalui forum 

multilateral. Namun, dinamika politik domestik serta keberlanjutan keterlibatan 

Prancis tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi jalannya proses 

dekolonisasi Kaledonia Baru. 

 

Kata Kunci: Dekolonisasi, Internasionalisasi, Kaledonia Baru, Prancis, 

Referendum, Self-Determination. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTERNATIONALIZATION STRATEGY IN THE DECOLONIZATION 

EFFORTS OF NEW CALEDONIA BY THE PRO-INDEPENDENCE 

MOVEMENT 

 

By 

UMMI NIDA AFIFA 

 

 New Caledonia remains under French sovereignty despite being granted sui 

generis status, yet its decolonization efforts continue to encounter substantial 

obstacles. The independence referenda held in 2018, 2020, and 2021 resulted in the 

majority of the population voting to remain part of France, prompting the pro-

independence movement to internationalize the decolonization issue in an effort to 

garner global support and exert diplomatic pressure on France. This study 

examines the internationalization strategies employed by the pro-independence 

group, particularly the Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), 

in pursuit of New Caledonia’s decolonization. Using a qualitative approach with 

an explanatory analysis method, this research investigates how FLNKS 

strategically engages international forums and regional organizations to advocate 

for self-determination while also analyzing the responses of international actors to 

these efforts. By employing decolonization theory as a framework, this study 

critically assesses the mechanisms through which the movement seeks legitimacy 

and external backing. The findings reveal that the internationalization strategy 

involves a broad spectrum of actors, including Pacific regional states, non-

governmental organizations, and international institutions, with FLNKS 

successfully elevating the issue onto the global stage, securing support from the 

Melanesian Spearhead Group (MSG), and leveraging multilateral platforms to 

amplify diplomatic pressure on France. However, despite these efforts, the 
persistence of domestic political complexities and France’s continued strategic 

presence in the territory remain key challenges that shape the trajectory of New 

Caledonia’s decolonization process. 

 

Keywords: Decolonization, France, Internationalization, New Caledonia, 

Referendum, Self-Determination. 
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Whoever does even the smallest amount of good will see the result. 

 

(Q.S Al-Zalzalah 99:7) 

 

 

 

 

 

At some point, we all have to choose between what the world wants you to be, and 

who you are – Natasha Romanoff, Black Widow 

 

 

 

Faith is my sword. Truth is my shield. Knowledge is my armor – Stephen Strange, 

Doctor Strange  
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I. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Merdeka, sebuah kata sederhana yang memiliki cakupan luas. 

Merdeka bukan hanya sekadar bebas dan terlepas dari jajahan kolonialisme, 

tetapi memiliki makna bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi 

dari pihak eksternal (Jansen et al., 2019). Maka, motivasi utama di balik 

perjuangan untuk kebebasan berakar pada keinginan untuk memperolah 

kedaulatan politik dan dapat menentukan nasib sendiri (self determination). 

Meskipun demikian, terdapat pula dimensi lain yang mendorong keinginan 

untuk merdeka seperti hak atas identitas budaya, hak-hak politik, ekonomi, 

serta hak asasi. Identitas budaya menjadi pendorong utama bagi negara-

negara yang terjajah untuk merdeka karena kolonialisme juga disertai 

dengan pemaksaan budaya asing kepada penduduk lokal, sehingga banyak 

negara merasa kehilangan identitas, contohnya banyak negara di benua 

Afrika (Kumar, R. 2015). Kenya dan Nigeria memperjuangkan 

kemerdekaan sebagai upaya menghidupkan kembali bahasa, tradisi, dan 

kebiasaan lokal yang ditekan semasa kolonialisme. Kolonialisme Afrika 

sendiri dikenal dengan fenomena Perebutan Afrika (Scramble for Africa) 

yang melibatkan tujuh negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis. 

Kolonialisme Prancis sebagai salah satu wujud imperialisme yang 

membawa dampak signifikan bagi perkembangan sejarah global, khususnya 

di kawasan Afrika, Pasifik dan Asia Tenggara. Selama abad ke-19 hingga 

awal abad ke-20, Prancis membangun kekaisaran kolonial yang berfokus 

pada eksploitasi sumber daya alam, perluasan pengaruh politik, serta 

penyebaran budaya Prancis. Di berbagai wilayah, termasuk Afrika Barat, 

Afrika Utara, dan Vietnam, Prancis menerapkan kebijakan asimilasi yang 



3 

 

 

 

bertujuan menghapus budaya lokal dan menggantinya dengan budaya 

Prancis. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ranah budaya, tetapi 

juga disertai dengan penindasan politik dan sosial terhadap penduduk asli 

(Webster & Nowell, 2024). 

Dalam perjalanan menuju kemerdekaan banyak hambatan dan 

tantangan yang harus dihadapi. Bahkan, proses menuju kemerdekaan kerap 

kali menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pengorbanan, 

baik dari segi kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. 

Kekuatan kolonial yang dihadapi turut menentukan jenis rintangan yang 

dihadapi oleh bangsa-bangsa terjajah, antara lain: mencakup berbagai 

aspek:perlawanan militer, represi politik, pemaksaan nilai budaya kolonial, 

dan eksploitasi ekonomi (Jansen et al., 2019). Kekuatan kolonial, konteks 

sejarah, serta dukungan internasional juga mendasari berbagai negara untuk 

memilih cara mencapai kemerdekaan.  

Perjuangan dengan jalur non-tradisional atau secara damai juga 

dapat dilansir dari buku Decolonization and the Evolution of International 

Human Rights karya Roland Burke (Burke, 2010) yang menjelaskan bahwa 

dekolonisasi sebagai proses di mana negara-negara yang terjajah berjuang 

untuk mendapatkan kembali kedaulatan mereka dapat diraih melalui jalur 

damai, seperti negosiasi diplomatik, referendum, dan dialog multilateral. 

Proses dekolonisasi juga seringkali melibatkan internasionalisasi yang 

merujuk pada proses di mana isu-isu lokal atau nasional mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari komunitas internasional. Proses ini sering kali 

melibatkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, penentuan nasib 

sendiri, dan keadilan sosial di tingkat global. Proses-proses dekolonisasi 

tersebut pun telah diakui oleh PBB dalam Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) sebagai instrumen untuk menekan kekuatan kolonial agar 

memberikan kemerdekaan tanpa kekerasan pada 10 Desember 1948 (United 

Nations, 1948).  

Salah satu contoh menarik dalam konteks memerjuangkan 

kemerdekaan adalah Kaledonia Baru, yang dapat dijadikan pengecualian 

dari pola umum perjuangan kemerdekaan negara-negara yang merdeka dari 
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kolonialisme Prancis. Di Kaledonia Baru, Prancis memberikan janji untuk 

mengadakan referendum (Lois & Decrets, 1998).  

Referendum merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk memberikan suara pada isu-isu tertentu, seperti 

pengesahan konstitusi atau penentuan nasib politik mereka sendiri (self-

determination). Melalui proses ini, rakyat dapat terlibat langsung dalam 

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga 

menciptakan legitimasi dan transparansi dalam sistem politik. Dengan 

adanya referendum, warga negara dapat mengekspresikan kehendak mereka 

tanpa intervensi pihak lain, menjadikannya sebagai bentuk partisipasi 

demokratis yang fundamental. 

Perjalanan penggunaan referendum sebagai solusi untuk 

kemerdekaan ini telah berlangsung melalui beberapa tahap penting di 

berbagai belahan dunia. Meskipun konsep referendum sudah ada sejak 

zaman kuno, penerapannya dalam konteks modern muncul di Eropa pada 

abad ke-19, ketika negara-negara seperti Swiss mulai menggunakan 

mekanisme ini untuk pengambilan keputusan politik. Pasca perang Dunia 

II, banyak negara terjajah mulai memperjuangkan kemerdekaan, 

referendum menjadi salah satu metode yang diakui untuk mengekspresikan 

kehendak rakyat. Pada 14 Desember 1960, PBB mengadopsi Resolusi 1514 

(XV) (United Nations, 1960), yang menegaskan pentingnya hak setiap 

bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk melalui referendum 

sebagai cara untuk meraih kemerdekaan. 

Kaledonia Baru, sebuah wilayah yang terletak di Kawasan Oseania 

memiliki sejarah panjang yang dipenuhi konflik dan perjuangan identitas. 

Wilayah ini dihuni oleh penduduk asli, Suku Kanak, yang telah mengalami 

dampak signifikan dari kolonialisasi Prancis sejak tahun 1853. Ketika 

Prancis menganeksasi Kaledonia Baru, bukan hanya tanah yang diambil 

alih, melainkan penerapan kebijakan yang merugikan suku pribumi, seperti 

pengenaan pajak yang tidak adil dan menjadikan wilayah Kaledonia Baru 

sebagai tempat narapidana dari Prancis dengan mengirimkan sekitar 20.000 

narapidana dari tahun 1864 hingga 1894 (Chappell, 1999). 
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Seiring berjalannya waktu, Kaledonia Baru menjadi hunian baru 

bagi narapidana yang telah dikirimkan yang disebut sebagai  Caldoches. 

Pada tahun 1870, terjadi gelombang imigrasi besar-besaran ke Kaledonia 

Baru, dengan kedatangan lebih dari separuh penduduk Pulau Wallis dan 

Futuna di Polinesia, serta para imigran dari Eropa, Asia, dan ras Melanesia 

yang terkucilkan di Eropa, para pendatang tersebut disebut sebagai settler. 

Kehadiran para pendatang mengubah demografi Kaledonia Baru, 

menjadikan Suku Kanak sebagai minoritas di tanahnya sendiri (Connell, 

2021).  

Dari fenomena imigran yang terjadi, munculnya gerakan pro-

kemerdekaan yang dipimpin oleh FLNKS (Front de Libération Nationale 

Kanak et Socialiste) yang menjadi langkah penting dalam perjuangan Suku 

Kanak untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Sebagai oposisi dari 

FLNKS, para pendukung Prancis dikenal sebagai kelompok loyalis juga 

membentuk partai yakni Rassemblement pour la Calédonie dans la 

République (RPCR). Konflik yang berkepanjangan antara pro-kemerdekaan 

dan loyalis Prancis memuncak dalam serangkaian aksi protes dan kekerasa, 

yang dikenal sebagai les événements (Muchamad, 2018). Sebagai upaya 

untuk meredakan ketegangan antar kelompok, Prancis menginisiasi 

Perjanjian Matignon pada 1988 yang memberikan janji dilaksanakannya 

referendum kemerdekaan dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang 

(Fisher, 2024a).  

Sebagai bentuk janji yang telah ditandatangani dalam Perjanjian 

Matignon bahwasannya akan melakukan referendum kemerdekaan 10 tahun 

dari tahun 1988, maka dari itu Prancis mengabulkan di tahun 1998. Namun, 

terdapat perbedaan pandangan dari pro-kemerdekaan (FLNKS) dan loyalis 

(RPCR) sehingga di tahun 1998 alih-alih dilaksanakan referendum 

kemerdekaan, Prancis menyelenggarakan Perjanjian Nouméa yang dihadiri 

oleh Pemerintah Prancis, kelompok Pro-kemerdekaan dan loyalis.  

Dalam Perjanjian Nouméa pembukaan 3 menyatakan bahwa 

penjajahan telah menyerang martabat dan merampas identitas Kanak. 

Pembukaan 4 menggarisbawahi atas kewarganegaraan Kaledonia Baru yang 
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memiliki makna bahwasannya baik suku Kanak, caldoches, dan settler 

adalah satu kesatuan yakni warga negara Kaledonia Baru. Selain itu, 

Perjanjian Nouméa menyebutkan dalam pasal 5 mengenai proses penentuan 

nasib sendiri (self determination) akan dimulai pada masa akhir perjanjian 

yakni di bulan November 2018. Juga perjanjian ini menyebutkan bahwa 

Prancis menyerahkan sejumlah otoritas selain dari pertahanan, luar negri, 

mata uang, hukum dan ketertiban, serta pengadilan. Kaledonia Baru 

diberikan pula kekuasaan untuk membuat undang-undang sendiri di bidang-

bidang yang termasuk ke dalam kekuasannya, meskipun tetap harus banding 

ke pengadilan konstitusional Prancis (Pasal 2.1). Hasil dari Perjanjian 

Nouméa juga berupa sebutan bagi Kaledonia Baru, yakni sebuah wilayah 

semi-otonom Prancis dengan sebutan collectivité sui generis atau CSG 

(Fisher, 2024a). 

Janji yang disebutkan dalam Perjanjian Nouméa diwujudkan dengan 

diadakannya referendum kemerdekaan pertama di tahun 2018, dimana 43,4 

persen memilih untuk merdeka, sementara 56,7 persen lainnya memilih 

untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Namun, hasil referendum pertama 

tidak memuaskan kelompok pro-kemerdekaan, yang merasa bahwa 

partisipasi pemilih yang rendah menjadi alasan untuk mengadakan 

referendum kedua pada tahun 2020. Dalam referendum kedua, dukungan 

terhadap kemerdekaan meningkat menjadi 46,74 persen, tetapi tetap kalah 

dari suara yang memilih untuk tetap bersama Prancis (Fisher, 2024a).  

Ketegangan ini berlanjut hingga referendum ketiga pada tahun 2021. 

Namun, dalam referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan meminta 

untuk penundaan dari tanggal yang telah ditetapkan oleh Prancis tetapi tidak 

disetujui, maka dari itu kelompok pro-kemerdekaan memboikot referendum 

kemerdekaan ketiga tersebut sehingga hasil menunjukkan dukungan yang 

sangat besar untuk tetap menjadi bagian dari Prancis, dengan suara 96,50 

persen dan total partisipasi hanya 43,87 persen dari masyarakat Kaledonia 

Baru yang memilih (Smith, 2022). Pemboikotan dari kelompok pro-

kemerdekaan menyebabkan partisipasi pemilih turun drastis dari 

referendum pertama total partisipasi menyentuh angka 81,01 persen dan 
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85,69 persen di referendum kedua. 

Hasil dari referendum ketiga memicu reaksi dari kelompok pro-

kemerdekaan yang dianggap tidak adil. Maka dari itu, pro-kemerdekaan 

melalui partai FLNKS mulai menginternasionalisasikan isu mengenai 

dekolonisasi dan ketidakadilan di forum-forum internasional untuk mencari 

dukungan dan pengakuan atas hak-hak sebagai penduduk asli. Respons dari 

forum internasional beragam, dengan mendapat dukungan dari beberapa 

negara salah satunya negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik 

Oseania yaitu Fiji, Vanuatu, Papua New Guinie, dan beberapa negara yang 

tergabung dalam organisasi internasional MSG (Melanesian Spreadhead 

Group) (Dziedzic & Oaten, 2024) yang mendukung hak self-determination 

bagi Suku Kanak juga menekankan pentingnya stabilitas dan integrasi 

Kaledonia Baru dalam kerangka Prancis. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perjanjian  Nouméa tahun 1998 mengamanatkan penyelengraan 

referendum kemerdekaan Kaledonia Baru sebagaimana tertera pada artikel 

5 yang berbunyi, 

“Au terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-

Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut 

international de pleine responsabilité et l’organisation de la 

citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations 

intéressée..” 

 

“Pada akhir periode dua puluh tahun, pengalihan kekuasaan 

kedaulatan ke Kaledonia Baru, akses ke status internasional dengan 

tanggung jawab penuh dan organisasi kewarganegaraan sebagai 

sebuah kebangsaan akan diserahkan pada pemungutan suara 

penduduk yang bersangkutan...” 

 

Perjanjian  Nouméa dilaksanakan Prancis dengan menggelar 

referendum kemerdekaan pertama tahun 2018, Hasilnya, mayoritas suara 
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masyarakat Kaledonia Baru memilih tetap menjadi bagian Prancis. 

Walaupun hasil referendum pertama telah menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk Kaledonia Baru memilih untuk tetap berintegrasi dengan 

Prancis, pemungutan suara tetap dilanjutkan hingga tiga kali. Situasi ini 

memunculkan pertanyaan yang diikuti oleh ketertarikan penulis untuk 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap politik warga Kaledonia 

Baru, serta dampak dari referendum yang telah dilaksanakan. Hal tersebut 

menjadi latar belakang penulis untuk menitikberatkan penelitian pada 

rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana strategi internasionalisasi 

oleh pro-kemerdekaan dalam upaya dekolonisasi Kaledonia Baru?”. 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis strategi yang digunakan oleh aktor lokal, khususnya 

kelompok pro-kemerdekaan dalam memperjuangkan untuk mencapai 

dekolonisasi dari Prancis. 

2. Mengidentifikasi aktor-aktor internasional yang berperan atau memiliki 

keterlibatan dalam merespons kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia 

Baru. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Secara akademis, penulisan ini memberikan kontribusi dalam kajian 

dekolonisasi dan negosiasi dengan menambah wawasan mengenai dinamika 

politik, sosial, dan budaya di Kaledonia Baru, khususnya terkait strategi dan 

tantangan yang dihadapi oleh Suku Kanak dalam perjuangan mereka untuk 

meraih kemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh kelompok-

kelompok minoritas dalam konteks kolonialisme. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan studi yang menjadi 

referensi utama dalam memahami informasi, wawasan, teori, serta konsep 

yang terkait dengan topik yang ditulis. Penulisan ini mengacu pada beberapa 

studi sebelumnya yang membantu dalam mendukung analisis, terutama 

untuk mengidentifikasi unsur kebaruan, termasuk konsep atau teori yang 

akan diterapkan dalam menganalisis isu ini. Dalam penulisan ini memiliki 

spesifikasi terhadap penolakan kemerdekaan penduduk Kaledonia Baru dari 

Prancis yang dilihat melalui referendum kemerdekaan di tahun 2018, 2020, 

dan 2021 yang mana belum ada yang menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang membuat penduduk Kaledonia Baru menolak kemerdekaan yang 

Prancis tawarkan dengan melihat dari hasil voting pada referendum 

kemerdekaan yang telah dilaksanakan tiga kali tersebut. Akan tetapi, 

terdapat sejumlah penelitian terkait dengan topik ini yang telah dilakukan 

oleh para peneliti lain. 

Penelitian pertama merupakan penelitian dari Denise Fisher yang 

berjudul “New Caledonia’s Self-Determination Process” (Fisher, 2024a), 

Penelitian Fisher membahas mengenai proses panjang Kaledonia Baru 

menuju penentuan nasibnya sendiri dan masa depan politiknya dalam 

konteks hubungan dengan Prancis. Penelitian ini fokus pada sejarah 

perjuangan kemerdekaan oleh penduduk asli Suku Kanak, termasuk peran 

Prancis dalam pengaturan otonomi wilayah tersebut sejak tahun 1853. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses referendum 

kemerdekaan yang dilakukan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 serta 

bagaimana proses tersebut mencerminkan ketegangan etnis antara pro-
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kemerdekaan dan kelompok kontra. Fisher menyoroti bahwa pentingnya 

perjanjian Nouméa yang memberikan hak-hak politik yang lebih luas 

kepada penduduk asli dan merumuskan kerangka untuk menggelar 

referendum kemerdekaan Kaledonia Baru. Fisher juga membahas dampak 

ekonomi dari industri nikel yang menjadi sumber konflik utama antara pro-

kemerdekaan dan kelompok kontra. 

Penelitian kedua merupakan penelitian dari Chris Green yang 

berjudul “Re-Collecting Kanaky: The Power of the Past in the Independence 

Politics” (Green, 2023). Penelitian Green  berfokus pada peran sejarah dan 

identitas dalam politik kemerdekaan Suku Kanak (Kaledonia Baru). 

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemimpin Kanak, Jean-Marie 

Tjibaou, menggunakan institusi budaya seperti museum sebagai alat politik 

dalam perjuangan kemerdekaan dari Prancis. Dalam konteks tersebut, 

museum dilihat sebagai tempat penting untuk membentuk kembali identitas 

Kanak dan melawan kolonial Perancis. Penelitian Green juga menyoroti 

keterbatasan museum sebagai alat dekolonisasi yang efektif.  dengan 

menelurusuri dinamika kolonial dan anti kolonial yang tersimpan di 

museum Nouméa dan Hienghène. Penelitian Green berupaya menjawab 

pertanyaan tentang pentingnya mengumpulkan kembali masa lalu untuk 

kepentingan masa kini dan apakah museum bisa menjadi situs revolusi 

politik. 

Penelitian ketiga merupakan penelitian dari John Connell yang 

berjudul “The 2020 New Caledonia Referendum: The Slow March to 

Independence?” (Connell, 2021). Penelitian Connell berfokus pada 

referendum kemerdekaan Kaledonia Baru pada tahun 2020 yang melewati 

proses panjang menuju kemungkinan kemerdekaannya dari Prancis. 

Penelitian ini membahas latar belakang referendum kedua yang diadakan 

pada 4 Oktober 2020. Hasil referendum kedua menunjukkan mayoritas 

penduduk memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis meskipun ada 

peningkatan dukungan terhadap kemerdekaan dari 43,4 persen ada 

referendum 2018 menjadi 46,74 persen. Penelitian Connell menyoroti 

perpecahan yang tajam antara penduduk pribumi Kanak yang mendukung 
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kemerdekaan dan penduduk Eropa serta loyalis lainnya yang memilih 

stabilitas dan mempertahankan status quo. Penelitian ini juga mengulas 

konflik historis antara Kanak dan pemukim Eropa, serta bagaimana 

perjanjian Matignon dan Noumea, berupaya mencapai "takdir bersama" 

untuk semua warga Kaledonia Baru. Meskipun beberapa kemajuan 

ekonomi telah dicapai, terutama di daerah pedesaan yang didominasi oleh 

Kanak, perpecahan etnis dan politik tetap sangat dalam. Perpecahan antara 

pendukung dan penentang kemerdekaan semakin menguat setelah 

referendum kedua mengindikasikan pergeseran menuju kemerdekaan,  

dengan referendum ketiga yang direncanakan pada 2021 menjadi titik kunci 

berikutnya dalam proses ini. 

Penelitian keempat merupakan penelitian dari Lee Duffield yang 

berjudul “The New Caledonia Independence Referendum” (Duffield, 2019).  

Penelitian Duffield membahas referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 

dan konteks sejarah serta politik yang melatarbelakangi referendum 

tersebut. Penulis meneliti bagaimana Prancis mengambil alih Kaledonia 

Baru pada tahun 1853 dan bagaimana konflik kolonial yang pahit masih 

mempengaruhi situasi Kaledonia Baru hingga saat ini. Penelitian ini 

menyoroti peran negara Prancis sebagai arbitrator sekaligus peserta dalam 

proses ini, serta hubungan antara masyarakat pribumi Kanak, warga Prancis 

Eropa (Caldoche), dan komunitas etnis lainnya. Penelitian Duffield juga 

membahas isu-isu penting seperti eksploitasi kolonial, peran industri nikel 

yang besar, serta imigrasi yang menyebabkan masyarakat Kanak menjadi 

minoritas. Selain itu, penelitian Duffield mengeksplorasi bagaimana 

pergantian pemerintah sayap kiri dan kanan di Prancis memengaruhi 

kebijakan terkait kemerdekaan Kaledonia Baru, serta bagaimana 

pengalaman kerja sama selama 30 tahun dalam kerangka Perjanjian 

Matignon telah meningkatkan peluang mencapai hasil positif. 

Penelitian kelima merupakan penelitian dari Matthias Kowasch, 

Severine Bouard, Simon Batterbury, dan Wadrawane Eddie Wayuone yang 

berjudul “The Third Independence Referendum in New Caledonia – a 

Fallback to Colonialism?” (Pädagogische et al., 2020).  Penelitian 
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Kowasch dkk membahas referendum ketiga di Kaledonia Baru yang 

berlangsung pada 12 Desember 2021, yang menjadi bagian dari proses 

dekolonisasi wilayah Kaledonia Baru dari Prancis. Meskipun hasil 

referendum menunjukkan 96,5 persen suara menolak kemerdekaan, penulis 

berpendapat bahwa referendum ini tidak demokratis karena tidak 

menghormati tradisi budaya Kanak dan diadakan di tengah masa berkabung 

yang penting bagi komunitas tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 

menghambat kampanye politik di kalangan pendukung kemerdekaan, yang 

mayoritas berasal dari etnis Kanak, sehingga banyak dari kelompok pro-

kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan 

suara. Penelitian ini juga mencatat bahwa, meskipun referendum tersebut 

sah secara hukum, hasilnya tidak mencerminkan kehendak masyarakat adat 

Kanak. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan boikot 

referendum oleh pendukung kemerdekaan dan merekomendasikan bentuk 

kemitraan baru antara Prancis dan Kaledonia Baru sebagai solusi untuk 

melanjutkan proses dekolonisasi. 

Penelitian keenam merupakan penelitian dari Matthew Connelly 

dalam artikel yang berjudul “A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for 

Independence and the Origins of the Post-Cold War Era” (Connelly, 2002). 

Artikel ini membahas bagaimana Front de Libération Nationale (FLN) 

Aljazair menggunakan strategi diplomasi global, termasuk memanfaatkan 

PBB dan dukungan negara-negara non-blok, untuk mengalahkan dominasi 

kolonial Prancis, meskipun militer FLN relatif lemah. Connelly 

berargumen bahwa kekalahan Prancis adalah hasil dari kerentanan strategis 

yang berasal dari kebijakan kolonialnya sendiri dan ketegangan dalam 

aliansi Barat selama Perang Dingin. Dukungan yang enggan dari Amerika 

Serikat, tekanan internasional, dan ketidakmampuan Prancis untuk 

menghadapi tantangan transnasional turut mempercepat kemerdekaan 

Aljazair. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan konflik sebagai 

peristiwa lokal, tetapi juga mengkontekstualisasikan revolusi tersebut 

sebagai bagian dari perubahan global menuju tatanan baru, di mana 

kedaulatan negara-negara kolonial mulai dipertanyakan dan norma 
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diplomasi internasional berkembang. 

Penelitian ketujuh merupakan penelitian dari Christopher R. W. 

Dietrich dengan artikel jurnal yang berjudul “Strategies of Decolonization: 

Economic Sovereignty and National Security in Libyan-US Relations, 

1949–1971” (Dietrich, 2022). Dietrich membahas hubungan Libya dan AS 

pada masa dekolonisasi dengan fokus pada kedaulatan ekonomi dan 

keamanan nasional. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Libya, setelah 

meraih kemerdekaan, menggunakan kedaulatannya untuk menegosiasikan 

hak-hak terkait pangkalan militer dan minyak dengan AS dan perusahaan 

multinasional. Strategi Libya mencakup pemanfaatan kompetisi korporasi 

dan dukungan dari negara-negara penghasil minyak lainnya melalui 

organisasi seperti PBB, Liga Arab, dan OPEC dengan menyoroti 

pentingnya hukum perminyakan Libya tahun 1955 yang mendorong 

reformasi ekonomi dan memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam. 

Libya berhasil mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan 

pendapatan negara melalui lelang kompetitif, pajak, dan revisi kontrak 

minyak. Di sisi lain, AS mengakomodasi kebijakan ini demi menjaga akses 

strategis ke pangkalan militer di Wheelus dan memastikan pasokan minyak 

selama Perang Dingin. Hubungan ini mencerminkan dinamika yang 

kompleks antara kedaulatan negara pasca-kolonial, politik global, dan 

kepentingan ekonomi pada abad ke-20. 

Untuk memperoleh unsur kebaruan, penulis memanfaatkan dua 

aplikasi yang mendukung penyusunan penulisan ini, yaitu Publish or Perish 

yang berfungsi untuk mengumpulkan metadata, dan VosViewer yang 

digunakan untuk mengolah metadata tersebut. Proses pengolahan 

dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik sesuai dengan 

topik yang akan dianalisis, yakni New Caledonia, New Caledonian 

Independence Referendum, French, dan National Interest. Dengan 

menggunakan kata kunci tersebut, penulis berhasil mengumpulkan 500 

karya akademik, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan.  

Dengan mengolah metadata tersebut, penulis menemukan bahwa 

terdapat sedikit penelitian yang membahas Kaledonia Baru dan referendum 
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kemerdekaannya. Maka, penulis berkeyakinan bahwa topik ini 

memerlukan analisis yang lebih komprehensif dan mendetail. Hal ini 

dikarenakan kompleksitas isu yang diangkat, yang mencakup berbagai 

aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan mendalami 

pembahasan ini, diharapkan dapat mengungkap nuansa dan dimensi yang 

mungkin belum tersorot, sehingga memberikan pemahaman yang lebih 

menyeluruh tentang tema yang sedang dikaji. Pendekatan yang lebih 

mendalam juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada,  

serta memberikan wawasan yang lebih jelas untuk solusi yang mungkin 

diusulkan. Berikut hasil pengolahan data VosViewer: 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

 

Gambar 2. 1 Hasil Pengolahan Data VosViewer (Density) 

Gambar 2. 2 Hasil Pengolahan Data VosViewer (Network) 



15 

 

 

 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Teori Dekolonisasi 

Dekolonisasi merupakan proses transisi politik di mana suatu 

wilayah atau negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan 

kolonial memperoleh kedaulatan penuh. Proses ini tidak hanya 

melibatkan aspek politik, tetapi juga mencakup perubahan ekonomi 

serta sosial dan budaya dalam rangka membangun pemerintahan yang 

mandiri. Roland Burke dalam Decolonization and the Evolution of 

International Human Rights (Burke, 2010) menjelaskan bahwa 

dekolonisasi tidak hanya terjadi melalui konflik bersenjata atau 

revolusi, tetapi juga dapat dicapai melalui jalur diplomasi dan hukum 

internasional. Burke menyoroti bagaimana hak untuk menentukan nasib 

sendiri (self-determination) menjadi prinsip utama dalam proses 

dekolonisasi, sebagaimana diakui dalam berbagai resolusi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi 1514 (XV) tahun 1960 

tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat 

Kolonial. Resolusi ini menjadi landasan hukum bagi berbagai 

perjuangan dekolonisasi di seluruh dunia, termasuk bagi Kaledonia 

Baru, yang masih berada dalam status Non-Self-Governing Territory 

(NSGT) di bawah pengawasan PBB. 

Dalam isu di Kaledonia Baru, teori Burke dapat digunakan 

untuk memahami bagaimana kelompok FLNKS berupaya mencapai 

dekolonisasi melalui strategi internasionalisasi isu. FLNKS tidak hanya 

mengandalkan referendum sebagai mekanisme demokratis, tetapi juga 

membawa isu ini ke berbagai forum internasional guna mendapatkan 

dukungan politik dan hukum dari komunitas global. Kekuatan utama 

atau power dari FLNKS dalam mengangkat isu dekolonisasi terletak 

pada legitimasi politiknya sebagai perwakilan resmi masyarakat Kanak, 

yang merupakan penduduk asli Kaledonia Baru dan memiliki hak atas 

penentuan nasib sendiri sebagaimana dijamin oleh hukum 
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internasional. Selain itu, dukungan dari negara-negara ras Melanesia 

seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan Fiji juga memperkuat posisi 

FLNKS dalam diplomasi internasional, karena mereka menganggap 

perjuangan suku Kanak sebagai bagian dari identitas bersama 

Melanesia. 

Di tingkat internasional, peran United Nations Special 

Committee on Decolonization (C-24) menjadi salah satu faktor enabler 

utama yang sehingga isu dekolonisasi Kaledonia Baru tetap relevan di 

forum global. C-24 bertugas mengawasi perkembangan wilayah-

wilayah yang belum merdeka dan secara rutin menekan Prancis agar 

memberikan ruang lebih besar bagi proses penentuan nasib sendiri di 

Kaledonia Baru. Selain itu, Melanesian Spearhead Group (MSG) 

memiliki kekuatan dalam membangun blok politik kawasan yang 

secara aktif mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru. MSG bahkan 

mengakui FLNKS sebagai anggota resmi, memberikan mereka fasilitas 

resmi untuk mengadvokasi kemerdekaan di tingkat regional. Pacific 

Islands Forum (PIF), sebagai organisasi yang lebih luas di kawasan 

Pasifik, juga memainkan peran dalam menjaga stabilitas kawasan 

sambil mendorong dialog antara FLNKS dan Prancis. 

Di luar aktor kawasan, muncul juga peran Baku Initiative Group 

(BIG) sebagai aktor government organization (GO) yang berfungsi 

dalam fasilitasi diplomasi dan advokasi. BIG berperan dalam 

memberikan fasilitas internasional bagi kelompok pro-kemerdekaan 

untuk mengangkat isu Kaledonia Baru di luar lingkup Pasifik, sehingga 

meningkatkan tekanan terhadap Prancis dalam forum global. Australia, 

meskipun memiliki hubungan erat dengan Prancis, tetap terlibat dalam 

dialog politik dengan FLNKS untuk menjaga stabilitas regional dan 

memastikan bahwa setiap proses politik berjalan sesuai dengan prinsip 

demokrasi dan hukum internasional. 

Teori dekolonisasi yang dikembangkan oleh Burke juga 

menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan dekolonisasi sangat 

bergantung pada strategi diplomasi dan legalitas internasional yang 
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digunakan untuk menekan kekuatan kolonial agar mengakui hak 

penentuan nasib sendiri bagi wilayah jajahan. Dalam kasus Kaledonia 

Baru, keterlibatan aktor internasional bukan hanya terjadi karena 

inisiatif FLNKS semata, tetapi juga karena kepentingan strategis dari 

negara-negara kawasan dan organisasi internasional dalam memastikan 

bahwa proses dekolonisasi berlangsung secara damai dan sah di mata 

hukum internasional. Dengan demikian, teori dekolonisasi dalam 

penelitian ini tidak hanya menyoroti perjuangan politik lokal, tetapi 

juga bagaimana kekuatan aktor internasional, baik negara maupun 

organisasi multilateral, berkontribusi dalam mengangkat isu 

dekolonisasi Kaledonia Baru sebagai bagian dari dinamika global. 

 

2.2.2 Teori Paradiplomasi 

Paradiplomasi adalah bentuk keterlibatan pemerintah daerah 

atau aktor subnasional dalam urusan internasional secara langsung, 

tanpa selalu melalui otoritas negara pusat. Istilah ini pertama kali 

dipopulerkan oleh Ivo Duchacek, yang menyatakan bahwa entitas non-

pusat memiliki kapasitas untuk menjalankan aktivitas luar negeri secara 

mandiri demi kepentingan lokal mereka sendiri (Duchacek, 1984). Pada 

dasarnya, paradiplomasi merefleksikan desentralisasi kebijakan luar 

negeri dalam konteks globalisasi, di mana identitas lokal dan 

kepentingan regional mulai mengambil peran dalam ranah hubungan 

internasional. Salah satu bentuk yang berkembang dari teori ini adalah 

Paradiplomasi Porto, yang muncul di Amerika Latin, khususnya dari 

praktik kota Porto Alegre, Brasil, dalam menjalankan hubungan luar 

negeri berbasis partisipasi akar rumput dan resistensi terhadap pusat 

kekuasaan. Teori ini dikembangkan oleh para akademisi seperti Carlos 

Aurelio Pimenta de Faria dan Rafael Duarte Villa, yang melihat bahwa 

aktor subnasional tidak hanya berperan dalam kerja sama ekonomi dan 

budaya, tetapi juga secara aktif menginternasionalisasi isu-isu identitas, 

marginalisasi politik, hingga kemerdekaan (Rodrigues, 2021). 
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Paradiplomasi Porto berbeda dari pendekatan paradiplomasi 

biasa karena lebih menitikberatkan pada upaya advokasi politik dan 

emansipasi subnasional, termasuk melalui diplomasi informal, jaringan 

transnasional, kerja sama antarwilayah, serta keterlibatan dengan 

organisasi internasional dan LSM global. Dalam konteks ini, aktor lokal 

tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat, melainkan 

agen aktif yang memperjuangkan kepentingan politiknya di tingkat 

global (Lecours, 2008). Paradiplomasi Porto menjadi sangat relevan 

dalam kerangka skripsi ini, yang membahas tentang upaya 

internasionalisasi isu kemerdekaan oleh aktor lokal, seperti yang 

dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. Dalam 

kasus tersebut, kelompok lokal seperti FLNKS melakukan komunikasi 

aktif dengan organisasi regional seperti MSG, serta menjalin hubungan 

dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik dan lembaga 

internasional seperti PBB. Ini merupakan contoh nyata dari bagaimana 

paradiplomasi Porto beroperasi: yakni ketika aktor lokal secara strategis 

mengangkat isu kemerdekaan mereka ke panggung internasional untuk 

memperoleh legitimasi politik, dukungan moral, dan pengakuan global 

(Rodrigues, 2021). Dengan demikian, teori ini memberikan lensa yang 

kritis untuk memahami bagaimana dinamika hubungan pusat-daerah 

tidak lagi terbatas dalam batas domestik, tetapi sudah terhubung 

langsung ke jaringan global yang lebih luas. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran 

untuk membantu membangun pola pikir dan menjelaskan bagaimana 

penelitian akan dilaksanakan terkait strategi dekolonisasi Kaledonia Baru 

oleh kelompok pro-kemerdekaan. 
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Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis  

 

 

 

 

 

Hasil referendum kemerdekaan dengan 

mayoritas suara memilih tetap berada di 

bawah naungan Prancis 

Teori Dekolonisasi Teori Paradiplomasi 

Identifikasi strategi yang digunakan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam 

memperjuangkan untuk mencapai dekolonialisasi dari Prancis. 

Pasca Referendum ke-3  

(Tahun 2021-2024) 

Analisis kualitatif eksplanasi terhadap: 

1. Strategi kelompok pro-kemerdekaan dalam upaya 

dekolonialisasi Kaledonia Baru dari Prancis 

2. Aktor internasional yang berperan atau memiliki 

keterlibatan dalam merespons kelompok pro-

kemerdekaan Kaledonia Baru. 

3.  

Hasil dari strategi internasionalisasi oleh kelompok pro-kemerdekaan 

Kaledonia Baru 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif 

dengan metode analisis eksplanatif untuk menganalisis bagaimana strategi 

yang dikerahkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru demi 

mencapai dekolonisasi dari Prancis.   

Metode pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan 

untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam penjelasan yang 

berkaitan dengan suatu permasalahan. Pendekatan ini dilakukan melalui 

berbagai teknik, seperti observasi langsung, studi literatur, serta wawancara 

dengan partisipan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 

diselaraskan dengan teori atau konsep yang relevan dengan tujuan 

menghasilkan pemahaman atau prediksi yang menjawab permasalahan 

tersebut. Namun, penulis hanya akan menggunakan studi literatur dalam 

penelitian kualitatif analisis eksplanatif. 

Penelitian kualitatif berfokus pada penggalian makna dan konteks 

yang lebih luas dari suatu fenomena, bukan hanya sekadar mengukur aspek-

aspek kuantitatif, melainkan memahami bagaimana dan mengapa fenomena 

tersebut terjadi dalam kehidupan nyata (Creswell, 2014). Penggunaan 

metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam 

terkait topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan analisis, 

penulis merujuk pada konsep dan teori yang relevan, dan memperkuatnya 

dengan data empiris yang dikumpulkan. Metode penelitian ini mencakup 

observasi terhadap dokumen, transkrip wawancara, serta penghubungan 

antara teori dan konsep dengan fenomena kasus (Neuman, 2014) yang 

dikaji. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian agar tetap sesuai dengan konteks yang relevan. Fokus ini 

dirancang untuk membantu penulis menganalisis objek penelitian secara 

lebih sistematis dan mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memusatkan 

perhatian dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Penelitian ini juga akan 

mengidentifikasi strategi dari aktor lokal terutama kelompok pro-

kemerdekaan dalam upaya dekolonisasi dari Prancis. 

Dalam penelitian ini, teori yang membantu penulis untuk 

menguraikan fokus adalah teori dekolonisasi yang akan membantu 

menganalisis strategi dari aktor lokal untuk mencapai kebebasan . Selain itu, 

penelitian ini akan menggunakan teori paradiplomasi terkhusus pada 

paradiplomasi porto untuk menganalisis upaya dari kelompok pro-

kemerdekaan untuk bernegosiasi untuk membantu menangani isu 

ketidakadilan yang Kaledonia Baru terima dari sisi pro-kemerdekaan.  

 

 

3.3 Sumber Data  

Dalam penulisan ini, data yang digunakan berasal dari data  primer 

dan sekunder yang menyediakan perspektif yang komprehensif mengenai 

strategi internasionalisasi kelompok pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. 

Sumber primer mencakup wawancara dengan pakar, diplomat, dan ahli 

yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mendapati wawancara 

mendalam dengan Bapak Patrick Hasjim, seorang diplomat perwakilan 

KJRI di Noumea dengan fungsi penerangan.  

Data sekunder dalam penelitian mencakup beragam literatur tertulis 

yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel, dan jurnal 

ilmiah. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder terkait 

referendum kemerdekaan Kaledonia Baru. Sumber data lainnya berasal dari 

portal berita daring yang kredibel, baik yang menyajikan informasi terkini 

maupun historis, seperti BBC, CNN, Aljazeera, The Guardian, The United 
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States Institute of Peace (USIP), The Diplomat, Eurac, Lemonde, Les 

Nouvelles Caledonniennes (LNC), dan Radio New Zealand (RNZ). 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan 

untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis 

menerapkan teknik pengumpulan data primer dengan metode snowball. 

Metode sampling ini memiliki skema yakni responden pertama yang 

dihubungi merekomendasikan atau merujuk penulis kepada responden lain 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang disusun. Pada 

penelitian ini, penulis menghubungi Ibu Pinkan Ovanita Tulung selaku 

perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) dalam fungsi 

ekonomi, lalu Ibu Pinkan merujuk penulis pada Bapak Patrick Hasyim 

selaku perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) dalam 

fungsi penerangan. 

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder dengan 

metode kajian pustaka dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur, 

berita, serta dokumen yang relevan dengan referendum kemerdekaan 

Kaledonia Baru. Melalui metode kajian pustaka, penulis akan menyaring 

dan mengategorikan literatur, berita, serta dokumen sesuai dengan topik 

penelitian, kemudian merangkum dan menginterpretasikannya secara 

sistematis dalam tulisan penelitian ini. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penulis menerapkan teknik kondensasi data yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) serta pendekatan 

triangulasi data dari Bryman (Bryman, 2016), yang kemudian disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian ini. Proses analisis dilakukan secara bertahap, 

dimulai setelah seluruh data sekunder terkumpul, mengingat pada tahap 

awal penelitian, akses terhadap data primer masih terbatas. Oleh karena itu, 
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langkah awal analisis difokuskan pada pengelolaan data sekunder melalui 

proses penyederhanaan, seleksi, dan pemilahan data yang paling relevan 

dengan fokus penelitian.   

Tahap pertama dalam analisis melibatkan penyusunan data menjadi 

narasi yang terstruktur guna membangun subbab 4.1, yang berisi gambaran 

umum Kaledonia Baru, serta subbab 4.2, yang membahas dinamika upaya 

dekolonisasi wilayah tersebut. Dalam proses ini, penulis melakukan telaah 

ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kronologi 

dan konteks historis sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Kaledonia Baru. 

Selanjutnya, setelah memperoleh data primer melalui metode snowball 

sampling, penulis melakukan kondensasi data dengan menyajikannya dalam 

bentuk rangkuman analisis yang digunakan untuk menyusun subbab 4.3, 

yang membahas strategi internasionalisasi kelompok pro-kemerdekaan, 

serta subbab 4.4, yang menguraikan respons Prancis terhadap strategi 

internasionalisasi tersebut.   

Untuk menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teoritis, 

penulis kemudian menganalisis strategi yang diterapkan oleh kelompok pro-

kemerdekaan dalam kaitannya dengan teori dekolonisasi. Hasil analisis ini 

dituangkan dalam subbab 4.5, yang berjudul analisis internasionalisasi 

Berdasarkan teori dekolonisasi. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui 

interpretasi terhadap temuan yang telah dianalisis, dengan tujuan menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan.   

Guna memastikan validitas serta konsistensi hasil penelitian, penulis 

menerapkan teknik triangulasi data dengan menggabungkan berbagai 

sumber, termasuk analisis data sekunder, transkrip wawancara, serta 

rangkuman temuan utama. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan 

bias dan meningkatkan akurasi interpretasi, sehingga temuan yang 

dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

terhadap dinamika dekolonisasi Kaledonia Baru. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Penelitian ini menyoroti strategi internasionalisasi yang dilakukan 

oleh kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru dalam upaya 

mewujudkan dekolonisasi dari Prancis. Dari analisis yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa perjuangan kelompok pro-kemerdekaan tidak 

hanya terbatas pada dinamika politik domestik, tetapi juga melibatkan 

interaksi dengan aktor internasional guna mendapatkan legitimasi dan 

dukungan atas hak penentuan nasib sendiri. Upaya internasionalisasi ini 

diwujudkan melalui advokasi di forum internasional seperti PBB, PIF, dan 

MSG, serta adanya dorongan kuat dari media-media lokal seperti LNC, 

regional seperti RNZ, dan media-media global lainnya yang turut menyoroti 

isu dekolonisasi di Kaledonia Baru. Dalam konteks dekolonisasi, strategi 

kelompok pro-kemerdekaan mencerminkan transisi dari dominasi kolonial 

menuju kedaulatan penuh, yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor 

serta negosiasi dalam tatanan politik global. 

Namun, hasil tiga kali referendum menunjukkan bahwa mayoritas 

suara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Keputusan ini tidak 

hanya mencerminkan preferensi politik masyarakat Kaledonia Baru, tetapi 

juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang berakar dalam kolonialisme, 

seperti perubahan demografi akibat migrasi, dominasi ekonomi oleh 

kelompok loyalis, serta intervensi administratif Prancis yang mempengaruhi 

jalannya referendum. Hal ini menegaskan bahwa dekolonisasi bukan hanya 

proses hukum dan politik, tetapi juga negosiasi multilateral yang kompleks, 

di mana berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan geopolitik turut 

menentukan hasil akhir. 
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Dalam kerangka hubungan internasional kontemporer, penting 

untuk memahami bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam 

sistem global. Realitas ini tercermin dalam kasus Kaledonia Baru, di mana 

kelompok pro-kemerdekaan memanfaatkan dukungan dari non-state actors, 

state actors, dan jaringan masyarakat sipil transnasional untuk 

menyuarakan aspirasinya di tingkat internasional. Keterlibatan aktor-aktor 

ini mencerminkan pergeseran paradigma hubungan internasional yang 

semakin inklusif, di mana suara-suara dari entitas subnasional seperti 

komunitas adat, pemerintah daerah, atau kelompok etnopolitik dapat 

memperoleh ruang dalam arena global. Mereka tidak hanya berfungsi 

sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penghubung yang menjembatani 

aspirasi lokal dengan struktur global melalui advokasi hingga partisipasi 

dalam forum-forum internasional. 

Oleh karena itu, strategi internasionalisasi yang diterapkan oleh 

kelompok pro-kemerdekaan dapat dipahami sebagai respons terhadap 

ketimpangan struktural yang menghambat realisasi penuh hak penentuan 

nasib sendiri bagi masyarakat Kanak sebagai penduduk asli Kaledonia Baru. 

Meskipun strategi ini berhasil meningkatkan kesadaran global terhadap 

situasi politik Kaledonia Baru, intervensi Prancis tetap menjadi faktor utama 

yang membatasi efektivitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi 

dari kolonialisme ke kedaulatan penuh tidak selalu berlangsung secara 

linear. Dekolonisasi bukan hanya persoalan hukum atau administratif, tetapi 

juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik yang lebih luas. 

Oleh karena itu, perjuangan kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru 

tidak hanya bergantung pada strategi politik internal, tetapi juga 

memerlukan pendekatan negosiasi multilateral yang memperhitungkan 

berbagai kepentingan yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini 

menunjukkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak dapat 

sepenuhnya bertumpu pada dukungan eksternal. Faktor internal, seperti 

kesatuan politik kelompok pro-kemerdekaan, kesadaran kolektif 

masyarakat Kanak, dan stabilitas ekonomi, tetap menjadi elemen krusial 

yang menentukan keberhasilan upaya dekolonisasi. Dengan demikian, 
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strategi internasionalisasi ke depan harus diiringi dengan penguatan 

kapasitas internal guna menciptakan momentum politik yang lebih solid 

dalam mencapai tujuan kemerdekaan, dengan tetap melibatkan jaringan 

global sebagai sarana legitimasi dan pengaruh di panggung internasional. 

 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi 

yang dapat diberikan bagi para pemangku kepentingan dalam proses 

dekolonisasi Kaledonia Baru. Pertama, bagi kelompok pro-kemerdekaan, 

perlu dilakukan penguatan strategi diplomasi dengan lebih menekankan 

pendekatan berbasis koalisi di tingkat internasional. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara 

Pasifik serta organisasi internasional yang memiliki visi serupa terkait hak 

penentuan nasib sendiri. Selain itu, kelompok pro-kemerdekaan juga perlu 

memperluas advokasi mereka ke dalam ranah ekonomi dan sosial untuk 

menunjukkan kesiapan institusional dalam menghadapi transisi menuju 

negara merdeka. 

Kedua, bagi pemerintah Prancis, perlu adanya komitmen yang lebih 

besar dalam menjamin bahwa proses referendum dan perundingan masa 

depan dilakukan secara inklusif dan tidak memihak. Hal ini mencakup 

penghapusan kebijakan yang berpotensi memperlemah posisi politik 

masyarakat Kanak, serta pembukaan ruang negosiasi yang lebih setara bagi 

kelompok pro-kemerdekaan. Sebagai aktor kolonial yang memiliki kendali 

atas berbagai aspek pemerintahan di Kaledonia Baru, Prancis memiliki 

tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa setiap proses 

yang berkaitan dengan status politik wilayah tersebut dilakukan dalam 

kerangka demokrasi yang sesungguhnya. 

Ketiga, bagi komunitas internasional, terutama organisasi yang 

bergerak dalam isu dekolonisasi dan hak asasi manusia, perlu adanya 

langkah yang lebih konkret dalam memberikan dukungan bagi perjuangan 

politik masyarakat Kanak. Mekanisme pemantauan terhadap kebijakan 
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Prancis di Kaledonia Baru harus diperkuat, dan tekanan diplomatik perlu 

ditingkatkan agar proses negosiasi antara pihak pro-kemerdekaan dan 

pemerintah Prancis dapat berlangsung dalam kondisi yang lebih adil. 

Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi 

lebih dalam mengenai faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi 

preferensi politik masyarakat Kaledonia Baru. Selain itu, kajian mengenai 

dampak kebijakan Prancis terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat pribumi Kanak pasca-referendum ketiga juga menjadi aspek 

yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagi akademisi, 

praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas 

dekolonisasi sebagai suatu proses yang tidak hanya bersifat politis, tetapi 

juga melibatkan dinamika global yang lebih luas. 
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